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Pemerintah Akui
Ada Penolakan
Pemekaran Papua

DPR rmasih menunggu surat presiden
(surpres) dan putusarn MK untuk
membahas RUU DOB di wilayan Papua.

Emir CHAIRULLAH
emir@mediaindonesia.com

EMERINTAH meng-

akui adanya pihak

yvang tidak setuju de-

ngan proses pemben-
tukan daerah otonomi baru
(DOB) di wilayah Papua. Na-
mun demikian, ungkap Men-
teri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian, pemerintah
juga tetap memperhatikan
suara lain yang setuju de-
ngan proses DOB di Papua.
“Jangan mendengar satu su-
ara, tapi mengabaikan suara
vang lain,” katanya di Istana
Wapres, kemarin.

Menurut Tito, sikap pro dan
kontra dalam menyikapi pro-
ses pemekaran di satu daerah
merupakan hal yvang wajar.
Hal terpenting, tambahnya,
tidak terjadi kekerasan akibat
proses pemekaran wilayah ini.
“Ini kan negara demokrasi.
Ada yvang sctuju dan tidak
setuju itu biasa,” jelasnya.

Ia mencontohkan, proses pe-
mekaran Provinsi Papua vang
kemudian dimekarkan men-
jadi Papua dan Papua Barat
vang awalnya terjadi pro dan
kontra. “Tapi kan kita lihat ha-
silnya sekarang,” ungkapnya.

Mengenai keberatan Ma-
jelis Rakyat Papua (MRP)
terhadap proses pemckaran
provinsi ini, Tito mengung-
kapkan saat pertemuan de-
ngan Presiden Joko Widodo,

suara MRP tidak sepenuhnya
bulat. “MRP itu ada, yaitu MRP
Barat dan MRP. MRPB setuju
dengan pemekaran, MRP
minta di-pending untuk men-
dengarkan aspirasi. Selain itu,
pemerintah daerah setempat
yvang mendukung tidak kalah
banyaknya.” jelasnya.

MPR pun masih melobi se-
jumlah pihak terkait dengan
penundaan pembahasan 3
Rancangan DOB, kali ini me-
reka mendatangi Wakil Ketua
DPR dari Fraksi Partai Ge-
rindra Sufmi Dasco Ahmad.
Ketua MRP Timotius Murib
meminta DPR menunda pem-
bahasan 3 RUU DODB hingga
ada putusan Mahkamah Kons-
titusi (MK) terkait dengan uji
malteri atau judicial review
Undang-Undang (UU) Nomor 2
Tahun 2021 tentang Otonomi
Khusus (Otsus) Papua.

“Pemekaran ditangguhkan
sampai ada keputusan MK.
Karcna sckarang scdang ber-
proses uji materi UU Otsus di
MK sehingga harus di-pending
rencana pemekaran 3 wila-
yvah,” ungkap Timotius.

Turut mendampingi
Timotius dari pihak MRP
yvakni, Wwakil Ketua MRP Yoel
Luiz Mulait, Ketua Panitia
Musyawarah MRP Benny
Sweny, tenaga ahli Joram
Wambrauw, staf khusus MRP
Andi Andreas Goo, staf khusus
Onias Wenda, serta Direktur
Eksekutif Amnesty Internatio-

nal Indonesia Usman Hamid.
Dalam kesempatan tersebut,
Timotius juga menyampaikan
kekecewaannya terhadap
DPR yang dinilai abai meli-
batkan MRP dalam rencana
pemekaran 3 provinsi baru
di Papua. Menurut Timotius,
berdasarkan aspirasi yvang
muncul di bawah meminta
agar DPR tidak melanjutkan
pembahasan 3 RUU tersebut
sampai ada putusan MK soal
hasil uji materi UU Otsus.
“Alasan pertama, masih
diberlakukan moratorium. Ke-
dua, tanpa ada kajian imliah.
Ketiga, tanpa aspirasi dari ba-
wah,” ungkap Timotius.

Surpres

Dasco menjelaskan pem
bahasan RUU DOB akan
menunggu proses uji materi
di MK dan pihaknya juga ma-
sih menunggu surat presiden
(surpres) pemerintah. “Tadi
kami sampaikan bahwa kami
akan mengomunikasikan ke-
prada komisi terkait sambil
menunggu surat presiden
(surpres) dan putusan MK
vang mungkin schentar lagi
setelah 6 kali masa sidang ber-
langsung.” ungkap Dasco di
kompleks parlemen, Senayan,
Jakarta, kemarin.

Dasco melanjutkan, DPR
akan semaksimal mungkin
menampung aspirasi yvang di-
sampaikan MRP. “Kami akan
coba mengomunikasikan de-
ngan pihak-pihak terkait agar
kegiatan-kegiatan menyangkut
itu (pembahasan) dapat ber-
jalan dengan lancar.,” ungkap
Dasco. (Uta/P-5)
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